WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 23U TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 160 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang 3 a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 untuk
penganggaran Dana Transfer Khusus DAK Fisik

dan DAK Nonfisik, sesuai dengan Surat Edaran

Kementerian Dalam Negeri Nomor
900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan,
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023,
DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023, dan
melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
dalam rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam melakukan pergeseran
anggaran mendahului perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6827);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor



10.

11.

12.

13.

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



20.

21.

22,

23.

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomeor 18 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 18);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 160
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor
160), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran [ diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran I, pada bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan,
Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan
dan Pelatihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan
Kecamatan Banjarmasin Barat diubah sehingga keseluruhan berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 liaret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

LY

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 3C



Lampiran |

. Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor
Tanggal

30 Tahun 2023
20 Maret 2023

KOTA BANJARMASIN

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKAS| MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

i Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
Belanja Modal Aset Tidak
5.2.06.01.01 Berwujud 204.885.600 204.885.600 0 0%
Belanja Modal Aset Tidak
5.2.06.01.01.
0005 Berwujud-Software 204.885.600 204.885.600 0 0%
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.864.881.310 15.864.881.310 0 0%
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.864.881.310 15.864.881.310 0 0%
53.01.0 Belanja Tidak Terduga 15.864.881.310 15.864.681.310 0 0%
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 15.864.881.310 15.864.881.310 0 0%
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 15.864.881.310 15.864.881.310 0 0%
Jumlah Belanja 2.513.152.688.138 2.513.152.688.138 0 0%
Total Surplus/(Defisit) (188.941.049.388) (188.941.049.388) 0 0%
PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 198.941.049.388 198.941.049.388 0 0%
6.1.01 SanLeti: rliinmotn 198.941.049.388 198.941.049.388 0 0%
Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.05 Penghematan Belanja 177.318.402.033 177.318402.033 0 0%
6.1.01.05.01 renghematan BelinjaBelania 157.175.402.033 157.175402.033 0 0%
Operasi
Penghematan Belanja Pegawai- s . ;
6.1.01,05.01.0001 i : 40.500.179.388 40.500.179.388 0 0%
Gaji dan Tunjangan ASN
6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang 116.675.222.645 116.675222.645 0 0%
dan Jasa-Barang
Penghematan Belanja-Belanja 5
6.1.01.05.02 Modal 20.143.000.000 20.143.000.000 0 0%
6.1.01.05.02.0002 Penghiemiatan Belanja Modal 20.143,000.000 20.143.000.000 ol 0%
Peralatan dan Mesin-Alat Besar
6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 21.622.647.355 21.622.647.355 0 0%
6.1.01.08.01 SisaLebih Perhitungan 21.622.647.355 21.622.647.355 0 0%
Anggaran BLUD
6.1.01.08.01.0001 =% Laoih Perbitungan 21.622.647.355 21.622.647.355 0 0%
Anggaran BLUD
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 198.941.049.388 198.941.049.388 0%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000 10.000.000.000 0%
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0%
Penyertaan Modal Daerah pada
6.2.02.02 Badan Usaha Milik Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0%
{BUMD)
6.2.02.02.01 :E“;"D“aa" Modsl Dissesh picla 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0%
6.2.02.02.01.0001 Z‘:J”hfonaa” Modal Dsaratrradn 10.000.000.000 10.000,000,000 of 0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000 10.000.000.000 0%
Pembiayaan Netto 188.941.049.388 188.941.049.388 0%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
0 0 0%
&3 Daerah Tahun Berkenaan b

Walikota Banjarmasin

_.f,—

H. IBNU SINA




YNIS NI H

+-

ujseweluey e3oNIeM

0 0 0 uwmienjabuag ueeILBUad Yepwng
0 0 0 uTRAT|qUIad UERWIHBURG Yrwng
nvvavianad| | | | [9]oo[oc0]oo]o000't0°000°00'0"08 000
0 (915'6E6'BET’LE) | (915'6E6'BEZ'LE) | (Wsyaq)snjcing oy
0 ILSGEGBEZLE |9OLSGEGBEZLE |eluviom yewng
usapy
- ! uep UEERIag I
0 0052099 005 ELOTY ureiecpeusa] 20]£0|20|1]|5|90] 602|L0] ©OOOLOOOUOIOLOB|LD|8
efueeg
UBRIEUIBLLIAL
0 005 ££099 005 EL099 Cltisiog £0[20]4|5|90| 602]L0| 0000 LOCOULOTLOB|LO[E
o 1554 eser T
0 005£L099 005°% e Biiting ehoeog 20[1]5|90| 60Z[10| 0O0OLOOOOOOTLOE|LO|8
0 005££099 00S€L0'99 1SVH340 VNV138 |s|s0|602Z|10| 0000LOCOCOOOLOB|LO]E
eAuue uisaw i " "
0 005 €£099 005 ££099 i R AW 90{602|10| 0000LODOCOODLOB|10|8
ursap
i - e LeeRiag . R
0 0000950t L 000095011 g zo|€0|z0|1|5|20| 602Z|L0] 0O0O'LOOOCOODLOB|LO|B
efuejeg
z UPEIBBWaY .
0 000035011 0000950LL ohiziog £ojzoj1|s{zo|s0z|10] OOOOLOOODOOOLOB] 0|8
] : Jouey o
0 00005L ¥ 00005.L% vhur esiog 1o]zolzo|L|s|zo[602|10| 0000LOCOCOODLOB|LO|S
0 000054 Y 00005LF eser eluejag 20fzof1]| 5| 20| 602| 10| ©OOOLOOGOOOTLOB|LO|G
: eser 3 e ——
0 0000LESLL 0000LESEL wep Bumseg shanisg 20|1|5|20| 60| 10| 0000L0COOOOOLOB|LO[8
0 0000LESLL 0000LESLL 15VHIJO YINVI3E t|s|zofs0z|to| coooioooCoOOLOB] 0|8
uebuede neje jeuosesady
SEUI(] UREIBPUSY UBUIZLAY
0 0000LESLL 0000LESLL uep yefeg ‘ueeseyawag 20| 602Z| 10| 0000LOCOO00DLOB|LO|8
efeig ‘veeleyaway
esey ueeipaduay
uisayy
uep ureeiag o .
0 000 066RE Q00 066BE e zo{cofzo{t!s{iolsoz}io] coouiooooooOLoB|i0le
elueeg
0 000066 9% 0001066 BF “E'“w;‘r:'::g cofzo|1]s| 0] 60z| 10| oooorooo0000l0E|l0l8
000 000" 000k G o|zo|z0 o|so0 1000000010
0 I 000 eser beisg L t|s|tofe0z|10| 000OLODOCCOOLOB|LO|E
0 000000'L 000000 eser efuejeg zo|zo|i[s|ro|s02|10] oOOOLODOCOOCLOS|LO]E
e i eser j I
0 000066 6E 000 066'6E utp Busieg =hicje zo[L|5|t0) 602 10| 000OLOOOCOOOLOB|LO|E
0 000 066 6€ 000 066'6E ISWHIO VINY138 L[s|io]60z|10| ooo0loo0OOOOLOB|LO|E
ueeqer
SEUI] UTRIPPUIY NEIE SEUIQ
uefursoiag ueeIEpUTY s
0 000066 65 000066 BE e{i UN S Utertgaiing 1ole0z 10| ocoooio00C000LOR|LO|e
vAeng ‘uBRIBLPWaY
psey ueepakiing
Yeideq UeyRIupBILag
0 00S'ELE'LZZ 00S'ELELZZ uesrun buefunuag yeseeq 00{60Z(10|0000°10°00°0°00°0°L0°8 | 10|8
AN Buereg ueeseyipwag
; ; ISURINSY/UBLIWEl , : i
0 002 €908 007£808 ey suepg zo|zo|zo0|i|s|vo|e0T|10] OOOOLOOOOOODLOB(LO(E
} ) SOy J L T
0 00000066 00000066 wsopulieiog Lojzofzo| L] s|volso2|1o| ocoooLoooC00OLO8|L0|8
0 0oz Ee0 oL 00Z'€200L veef eliieiag zojzofticlroleoz] o] ocooioooCooOLCE|Lofe
0 0000006 0000006 HEHEN tof tofzo|1|s| o]0z |L0| oocOLOOOOOOCLOB|LO|E
Bueseg efuepg
0 0000006 0000006 buesey efuejeg 10| zojL|s|v0|802Z| 10| 0OOOLODOOOOCLOB|ID]E
s S esef : il —
0 002 £80°911 002 €809LL up By chiniog 70{4|S|¥0] 802| 10| OODOLODODOODLUB|L0|B
0 00Z€809LL 002 €B0°9LL 1SW43dO YNV 138 t|s|vofeoz|to| coooLO0OCOOOLOB|LO|E
o o Joquey Wwinwn i
0 007°€8091 | oo7eRpal ANy ey esipatiiag voleozliol oooooooooooineliole
6695 2o 10| zo|zo|1|5|zo| 802 |10| 000OLOOOO0OOOLOB|LO|8
0 00826595 008266 eser efuniog
0 00826695 00926695 esef efuejag 2o[zof1]| 5|20l 802 |10| 0000 LOOOOOOOLOB|LO|E
i ) esef i e
0 00826695 00926695 e Blsep dhwiog zo0li|s]zol802| 10| 00COLOOOOOOTLOB|LO|E
0 00876595 00926695 1SVH340 WINY138 t[s|z0ls02|10| 000OLODOCOOOLOB|LO|R
_ . AUNSN uep ing eleq LBawng 2 o
0 0B 26655 00826695 iisepirioy Eser uesipakisad 0fBOZ[LO| OO LOOOUODOLOE|LU(E
0 oooozoest  |oooozoezr  |METUC “""_“xm" Hesn 00|80z{ 10| 0000"10°00°0°00°0"10°8 | 10 |8
: wun sndwoy X i
0 006'5L'€S 006 5HLES O SR 1o|oL|zo|z| 5|90 L02| 10| 0000LOOOOOOTLOE| 0|8
B fuad | (6 a uryegniag ueyegruad fu
o Pluad | ( pog)yeq Qurins wnges uepein Uy apox
wigmuefien moy yniog uep psBueg ueniesE) URPE) LOOD0COD LD isesiefigy
HILN0d NV VSONVE NVNIYSIN LOB | UBYejuLaiag uestup
£20Z NVHVOONY NNHYL

NYYAVISWId NVQ ‘VINYTES ‘NYLYdYANId X3ra0 NYIDNIY 8ns "N3reo
NYIDNR IGO0 "SINIM “HOdWOTDI ‘NYLVIOIN 8NS ‘NVLVIDIN ‘WYHD0Ed ISVSINYOYO ‘HWHIVA NVHVINIEIWId NYSNEN LNENNIW 08dV NYEVEVINId NYHYENY3d
NISVINUVINYE V10X

LT
JowoN
 J) I wesy 1

20T RN 0T ¢
EC0Z unueL OF ¢




